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ABSTRAK 
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Tujuan penelitian tesis yang berjudul Urgensi Pihak Kepolisian Sebagai Saksi 

Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika, yang cendrung memberatkan 

tersangka/terdakwa saat saksi dihadirkan dalam persidangan berbeda dengan saksi 

saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jenis penelitian yang penulis 

gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini terdapat 

kekaburan norma hukum sehingga perlu adanya kepastian hukum agar masyarakat 

tidak bingung dan ragu terhadap aturan hukum yang ditetapkan. Kekaburan norma 

hukum terjadi antara Pasal 185 Ayat (1) tentang keterangan saksi dengan Perkapolri 

nomor 6 tahun 2019 Pasal 1 angka 10 tentang saksi penyidikan. Secara umum saksi 

pihak kepolisian tidak diatur dalam KUHAP namun diatur dalam Perkapolri nomor 

6 tahun 2019. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah keterangan saksi yang dihadirkan 

dalam persidangan berbeda dengan saksi saat BAP sama-sama memberatkan 

tersangka/terdakwa sehingga tersangka/terdakwa sangat dirugikan untuk itu perlu 

adanya keadilan bagi hakim dalam memutus perkara narkotika. Kejahatan 

narkotika perlu penangan khususs (lex spcialis), hanya pihak kepolisian Perkara 

tindak pidana narkotika ini bersifat khusus (lex Specialis), sehingga tidak 

sembarang orang yang bisa menangkap, melidik dan menyidik sampai terbentuk 

sebuah keterangan yang tersusun dengan kata lain berita acara pemeriksaan (BAP), 

yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diperiksa kembali apakah sudah 

benar dan memiliki unsur pidana dengan melampirkan alat bukti yang sah sebagai 

dasar dakwaan dan tuntutan di persidanganyang berwenang untuk menangani 

perkara ini.  

Sehingga pihak kepolisian dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan 

keterangan sebagaimana Keterangan yang diberikan saksi di persidangan harus 

berdasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dan bukan 

berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. saksi 

alami sendiri, ia lihat. Penanganan perkara narkotika berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sesuai dengan intruksi pemerintah dan 

program pemerintah untuk mengurangi dan menanggulangi tumbuh pesatnya 

narkotika.   
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ABSTRACT 

 

Keywords: Urgency, Police, Trial Witnesses, Narcotics Crime. 

The aim of the thesis research entitled The Urgency of the Police as Witnesses 

in Trials of Narcotics Crime Cases, which tends to incriminate suspects/defendants 

when witnesses are presented in court, which is different from witnesses when 

making Investigation Reports (BAP). The type of research that the author uses is 

normative legal research. In this research, there is ambiguity in legal norms so that 

there is a need for legal certainty so that people are not confused and doubtful 

about the legal rules that have been established. The blurring of legal norms occurs 

between Article 185 Paragraph (1) concerning witness statements and National 

Police Chief Regulation number 6 of 2019 Article 1 number 10 concerning 

investigative witnesses. In general, police witnesses are not regulated in the 

Criminal Procedure Code but are regulated in Police Chief Regulation number 6 

of 2019.  

The results of the research obtained are that the statements of witnesses 

presented in the trial are different from those of witnesses during the BAP, which 

both incriminate the suspect/defendant so that the suspect/defendant is greatly 

disadvantaged, therefore there needs to be justice for judges in deciding narcotics 

cases. Narcotics crimes require special handling (lex spcialis), only the police. This 

narcotics crime case is special (lex Specialis), so that not just anyone can arrest, 

search and investigate until a written statement is formed, in other words, an 

investigation report (BAP), which is then handed over to the prosecutor's office to 

re-examine whether it is correct and contains criminal elements by attaching valid 

evidence as the basis for the indictment and demands at the court which has the 

authority to handle this case.  

So that the police are present at the trial to provide information as the 

information given by the witness at the trial must be based on what he saw, heard 

and experienced himself and not based on the opinions, thoughts, conjectures or 

assumptions of the witness. natural witness himself, he saw. Handling of narcotics 

cases is based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, in accordance 

with government instructions and government programs to reduce and overcome 

the rapid growth of narcotics. 
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